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BUPATI MALANG 

 

PERATURAN BUPATI MALANG  

NOMOR    19    TAHUN  2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 

TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH 

MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN  KABUPATEN MALANG  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang merata dan bermutu sesuai minat dan 

bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, 

domisili, etnis dan gender, untuk mencapai tujuan 

pemerataan dan perluasan pelayanan Pendidikan 

Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Malang telah 

didirikan lembaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 1 Ampelgading, maka Peraturan Bupati Malang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah pada Dinas 

Pendidikan Kabupaten Malang, perlu dilakukan 

penyesuaian; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a 

konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang dengan Peraturan Bupati; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965      

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas                   

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang 

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2012 Nomor 1/D); 

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 2/D); 

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/D); 
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14. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 

Nomor 1/D); 

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 

Nomor 3/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 

2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 

SEKOLAH MENENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN MALANG. 

 

Pasal I 

 

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/D) yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten 

Malang: 

a. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/D); 
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b. Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/D); 

Diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

UPTD Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 berkedudukan di: 

1. SMP Negeri 1 Pujon; 

2. SMP Negeri 2 Pujon; 

3. SMP Negeri 1 Ngantang; 

4. SMP Negeri 2 Ngantang; 

5. SMP Negeri 1 Kasembon; 

6. SMP Negeri 2 Kasembon; 

7. SMP Negeri 1 Dau; 

8. SMP Negeri 1 Karangploso; 

9. SMP Negeri 1 Singosari; 

10. SMP Negeri 2 Singosari; 

11. SMP Negeri 3 Singosari; 

12. SMP Negeri 4 Singosari; 

13. SMP Negeri 1 Lawang; 

14. SMP Negeri 2 Lawang; 

15. SMP Negeri 3 Lawang; 

16. SMP Negeri 1 Tumpang; 

17. SMP Negeri 2 Tumpang; 

18. SMP Negeri 1 Poncokusumo; 

19. SMP Negeri 2 Poncokusumo; 

20. SMP Negeri 1 Pakis; 
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21. SMP Negeri 2 Pakis; 

22. SMP Negeri 1 Jabung; 

23. SMP Negeri 2 Jabung; 

24. SMP Negeri 1 Bululawang; 

25. SMP Negeri 2 Bululawang; 

26. SMP Negeri 1 Gondanglegi; 

27. SMP Negeri 2 Gondanglegi; 

28. SMP Negeri 1 Pagelaran; 

29. SMP Negeri 1 Wajak; 

30. SMP Negeri 1 Tajinan; 

31. SMP Negeri 1 Turen; 

32. SMP Negeri 2 Turen; 

33. SMP Negeri 1 Dampit; 

34. SMP Negeri 2 Dampit; 

35. SMP Negeri 1 Ampelgading; 

36. SMP Negeri 2 Ampelgading; 

37. SMP Negeri 3 Ampelgading; 

38. SMP Negeri 1 Tirtoyudo; 

39. SMP Negeri 2 Tirtoyudo; 

40. SMP Negeri 1 Sumbermanjing Wetan; 

41. SMP Negeri 2 Sumbermanjing Wetan; 

42. SMP Negeri 3 Sumbermanjing Wetan; 

43. SMP Negeri 1 Kepanjen; 

44. SMP Negeri 2 Kepanjen; 

45. SMP Negeri 3 Kepanjen; 

46. SMP Negeri 4 Kepanjen; 

47. SMP Negeri 5 Kepanjen; 

48. SMP Negeri 1 Pakisaji; 

49. SMP Negeri 2 Pakisaji; 

50. SMP Negeri 1 Wagir; 

51. SMP Negeri 2 Wagir; 

52. SMP Negeri 1 Sumberpucung; 

53. SMP Negeri 2 Sumberpucung; 

54. SMP Negeri 1 Ngajum; 
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55. SMP Negeri 1 Wonosari; 

56. SMP Negeri 1 Kromengan; 

57. SMP Negeri 1 Pagak; 

58. SMP Negeri 2 Pagak; 

59. SMP Negeri 1 Donomulyo; 

60. SMP Negeri 2 Donomulyo; 

61. SMP Negeri 1 Kalipare; 

62. SMP Negeri 2 Kalipare; 

63. SMP Negeri 1 Bantur; 

64. SMP Negeri 2 Bantur; 

65. SMP Negeri 3 Bantur; 

66. SMP Negeri 1 Gedangan; 

67. SMP Negeri 2 Gedangan; 

68. SMA Negeri 1 Ngantang; 

69. SMA Negeri 1 Lawang; 

70. SMA Negeri 1 Tumpang; 

71. SMA Negeri 1 Kepanjen; 

72. SMA Negeri 1 Dampit; 

73. SMA Negeri 1 Gondanglegi; 

74. SMA Negeri 1 Pagak; 

75. SMA Negeri 1 Turen; 

76. SMA Negeri 1 Sumberpucung; 

77. SMA Negeri 1 Bantur; 

78. SMA Negeri 1 Singosari; 

79. SMA Negeri 1 Bululawang; 

80. SMA Negeri 1 Sumbermanjing Wetan; 

81. SMK Negeri 1 Singosari; 

82. SMK Negeri 2 Singosari; 

83. SMK Negeri 1 Turen; 

84. SMK Negeri 2 Turen; 

85. SMK Negeri 1 Pujon; 

86. SMK Negeri 1 Kepanjen. 

87. SMK Negeri 1 Gedangan. 

88. SMK Negeri 1 Ampelgading. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

     Ditetapkan di Malang 

     pada tanggal   26   Juni  2013 

 

         BUPATI MALANG, 

 

Ttd. 

 

          H. RENDRA KRESNA                                                           

 
Diundangkan di Malang 
Pada tanggal  27  Juli  2013 

SEKRETARIS DAERAH 

 

Ttd. 

 

ABDUL MALIK 
NIP. 19570830 198209 1 001 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2013 Nomor  2  Seri  C 


